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PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI NASIONAL
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Jumlah IUKI Jawa - Luar Jawa

Persh IUKI Jawa Persh KI Luar Jawa

Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024
41 Kawasan Industri PSN 

8 KI (RPJMN+PSN) 33 KI PSN

•  17 KI Lanjutan Permenko 9/2022
• 6 KI PSN Permenko 7/2023
• 3 KI PSN Permenko 8/2023
• 8 KI PSN Permenko 6/2024
• 8 KI PSN Baru dalam Permenko 12/2024

Tahun
IUKI Yang 

Diterbitkan

Jml IUKI 

(kumulatif)

Jml KI

(kumulatif)
Luas KI (Ha) (kumulatif)

≤2019 101 101 84 33,371.14                     

2020 15 116 99 45,768.70                     

2021 6 122 104 59,215.10                     

2022 9 131 111 63,378.12                     

2023 15 146 125 69,333.63                     

2024 19 165 144 94,054.38                     
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Infrastruktur Industri Penyiapan SDMIPerizinan

• Meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan 
infrastruktur melalui redesain Wilayah Pusat 
Pertumbuhan Industri (WPPI)

• Penyusunan Permenperin KI Prakarsa Pemerintah 
dalam rangka pemenuhan infrastruktur dalam KI

• KI dalam RPJMN/PSN rutin dilakukan koordinasi 
pemenuhan kebutuhan infrastruktur diluar KI bersama 
K/L terkait

• Menarik minat Swasta untuk membangun kemitraan 
dengan Pemda dalam bentuk pembangunan dan 
pengelolaan KI

• Inisiasi pembangunan infrastruktur digital untuk 
kebutuhan KI

• Penugasan Pemerintah pada K/L untuk membangun 
infrastruktur dalam KI

• Mengupayakan penyediaan energi (gas dan listrik) 
dengan kapasitas memadai dan harga yang kompetitif.

• Pembangunan Poltek/SMK di lokasi KI atau di 
WPPI.

• Link And Match untuk mensinergikan 
kebutuhan industri .

• Pendidikan Vokasi 3 in 1.

• Upaya penyederhanaan proses perizinan yang terintegrasi 
melalui OSS dan SIINas.

• Sosialisasi proses perizinan berusaha terbaru dan RKL/RPL 
Rinci kepada pengelola KI dan Pemda

• Koordinasi penyelesaian perizinan SIPA, Wilayah Usaha IUPTL, 
Pengolahan limbah B3

UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING KAWASAN INDUSTRI

Penyebaran dan Pemerataan 
Industri

• Membangun KI Prakarsa Pemerintah di luar Jawa
• Mengusulkan insentif dalam rangka pembangunan KI di 

luar Jawa

Iklim Usaha

• Optimalisasi pelaksanaan insentif KI melalui revisi 
PMK 105/2016

• Fasilitasi kenyamanan berusaha KI melalui 
penetapan OVNI

• Fasilitasi Kawasan Tertentu untuk mengakomodir 
segmen industri tertentu seperti KI Halal, KI 
Hortikultura, KI Digital, KIHT, dll.

Penyediaan Lahan

• Fasilitasi BUMN non KI yang memiliki lahan tidak produktif 
untuk dikembangkan dan dikerjasamakan dengan KI BUMN

• Memanfaatkan penggunaan lahan Bank Tanah untuk Kawasan 
Industri (UU CK)

• Menyediakan lahan KI dengan harga yang kompetitif melalui KI 
Prakarsa Pemerintah dengan menggunakan lahan tidak 
produktif, pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah dan 
skema insentif harga lahan (Contoh: KIT Batang)

• Penyelesaian persoalan penggunaan lahan yang berstatus 
Hutan, tanah bengkok/kas desa, tanah adat, dsb

• Koordinasi penyleesaian tumpang tindih KI yang telah memiliki 
IUKI dan izin lokasi.
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UPAYA ADOPSI TEKNOLOGI TERBARU DAN KOMERSIALISASI 
HASIL RISET DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING

Model smiling curve global 
value chain (GVC) 
menunjukkan ‘manufacturing’ 
memiliki nilai tambah 
terendah dibandingkan 
dengan proses lainnya. 
Sehingga diperlukan shifting 
kemampuan kearah 
pengembangan riset dan 
inovasi teknologi dalam 
mendorong peningkatan daya 
saing nasional

Berdasarkan data 
WIPO GII 2024, 
Indonesia berada 
di peringkat ke-
54. Dibandingkan 
pada  tahun 2023 
berada di 
peringkat ke 61 
dan tahun 2022 
berada di 
peringkat ke-75.

Pengembangan Industri Biodiesel Bahan 
Bakar Nabati (BBN) Berbasis Kelapa Sawit

Pengembangan Industri Alat Kesehatan 
Komoditi Ventilator

HEXA HELIX MODEL
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Fuel Switching

Carbon Capture and Storage (CCS) serta Carbon Capture Utilization Storage 

(CCUS) untuk sektor industri yang dimungkinkan penerapannya, antara lain

industri Besi baja, kimia, pupuk dll. Untuk sektor semen dan baja mulai dari 

tahun 2036Adapun pengurangan CCS sebesar 13 juta ton CO2e.

Efisiensi energi

Efisiensi energi pada peralatan dengan potensi penurunan konsumsi energi

yang tinggi sebesar 50-60 %.

Peningkatan penggunaan listrik, pengurangan penggunaan batu bara, dan

penggunaan gas, Penggunaan energi baru dan energi terbarukan (EBET).

Elektrifikasi

Strategi elektrifikasi pada industri yang menggunakan low temperature-

processes seperti : makanan dan minuman, tekstil dan kulit, perangkat 

elektronik dengan asumsi mencapai elektrifikasi pada tahun 2060.

Hidrogenisasi

Green hydrogen untuk menggantikan gas alam fosil untuk proses pemanasan 

suhu tinggi, terutama pada industri semen tetapi juga diterapkan disubsektor 

lain dengan jumlah yang lebih sedikit.

Menggantikan bahan bakar fosil untuk proses pemanasan suhu tinggi, terutama 

pada industri semen tetapi juga diterapkan di subsector lain dengan jumlah yang 

lebih kecil. 
Biomassa

CCS CCUS

“Transisi energi 
adalah
• proses transformasi 

penyediaan dan 

pemanfaatan Energi Tak 

Terbarukan menjadi Energi 

Baru dan Energi 

Terbarukan,

• penggunaan teknologi 

energi rendah karbon

dan/atau

• efisiensi energi

secara bertahap, terukur, 

rasional dan berkelanjutan untuk 

menurunkan emisi gas rumah 

kaca”.
(Sumber: Rancangan UU EBET)

Industri 

Hijau
Penerapan industri hijau 

merupakan salah satu upaya 

dalam mencapai transisi energi 

sektor industri dengan 

menerapkan beberapa strategi

TRANSISI ENERGI SEKTOR INDUSTRI
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STRATEGI MENDORONG PRODUKTIVITAS DAN 
DAYA SAING INDUSTRI

1. Kebijakan Hilirisasi 
Industri

2. Program Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

3. Program Pemberdayaan 
Industri Halal

4. Program Pemberdayaan 
Industri Kecil dan 
Menengah

5. Kebijakan Harga Gas 
Bumi Tertentu (HGBT)

6. Kebijakan Industri Hijau

7. Program Restrukturisasi 
Mesin dan Peralatan

8. Making Indonesia 4.0

9. Kebijakan Pengembangan 
SDM Industri
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